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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem 

pemerintahan1 dengan mewujudkan kedaulatan rakyat2 sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI 1945). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi 

dalam urusan ketatanegaraannya. Menurut teori Abraham Lincoln, “Democracy is the 

government of the people, by the people, from the people”.3 Sistem demokrasi yang 

diterapkan di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk 

menentukan pengisian posisi-posisi strategis berupa jabatan politik melalui pemilihan 

umum (pemilu). Dalam hal ini adalah pengisian jabatan eksekutif maupun legislatif 

dalam tataran pusat maupun daerah. Perihal pengisian jabatan ini merupakan poin 

penting dalam penyelenggaraan good governance4, mengingat bahwa Indonesia 

                                                           
1 Sri Soemantri, “Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensiil”, 

dikutip dalam Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik”, dimuat 

pada Lentera Hukum, Vol.5 Issue 2, University of Jember, 2018, hlm.251. 
2  Bung Hatta, “kedaulatan rakyat berarti pemerintahan yang jalankan oleh para pemimpin yang 

dipercayai oleh rakyat”, dikutip dalam Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Jakarta: Bumi Aksara, 

2006, hlm.32-33. 
3 Beka Putra, Demokratisasi dalam implementasi Pemilu, dikutip dalam repository.unpas.ac.id, 

2016, hlm.37. 
4 Pipin Hanaping, Good Governance Membangun Masyarakat yang Demokratis dan 

Nasionalis, hlm. 91 diakses pada laman http://pustaka.unpad.ac.id pada tanggal 14 Februari 2019, pukul 

05.25. WIB. 

http://pustaka.unpad.ac.id/
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dulunya pernah mengalami masa pemerintahan yang begitu otoriter dan jauh dari hal 

hal yang bersifat demokratis.5  

Sejarah mencatat bahwa penyelenggaraan pemilu pada masa Orde Baru hanya 

menjadi alat untuk memperkuat legitimasi kepada kekuasaan yang ada.6 Hans Antlov 

menyatakan bahwa pemilu di masa Orde Baru memiliki makna demokrasi yang sangat 

sedikit, tetapi memiliki arti politik dan simbolik yang sangat penting. Pemilu dijalankan 

oleh rezim otoriter dan manipulatif sehingga hasil pemilu tidak pernah berfungsi untuk 

memilih pemerintahan yang baru.7 Permasalahan pelaksanaan pemilu pada masa orde 

baru terus berlanjut hingga era reformasi saat ini. 

Menurut Jimmly Asshadiqie ada 4 tujuan dalam penyelenggaraan pemilu, 

yaitu: (1) untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan 

secara tertib dan damai; (2) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang 

akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; (3) untuk melaksanakan 

prinsip kedaulatan rakyat; (4) melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. 8 

Salah satu prinsip hak asasi warga negara adalah prinsip equality before the law 

yaitu persamaan hak dalam hukum.9 Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip tersebut lahir 

                                                           
5 Ibid. 
6 Hans Antlov dan Sven Coderroth, Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan 

Otoriter, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm.2 dan 6. 
7 Ibid. 
8 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara,  Jakarta, PT. Rajagrafindo, 2009, hlm. 

418-419. 
9 Refly Harun ,“Skema Politik Dinasti”, dikutip dalam KUMPARAN.com yang diakses 

melalui http://youtu.be/tzlq5cs7fMU pada tanggal 1 Februari 2019, Pukul 10.00 WIB. 

http://youtu.be/tzlq5cs7fMU
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atas dasar perpaduan antara negara hukum dan negara demokrasi. Didalam teori negara 

hukum yang demokratis, prinsip-prinsip negara hukum (nomocratie) dan prinsip-

prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dijalankan secara beriringan. Sebagai 

konsekuensinya demokrasi harus diatur berdasarkan hukum, misalnya perlindungan 

hak asasi manusia, terutama hak partisipasi politik.10 Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap 

warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan 

persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 

dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dewasa ini, penyelenggaraan pemilu merupakan upaya pemilihan kader-kader 

terbaik yang diusung oleh partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat 

nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas 

dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 

kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun fungsi partai politik adalah 

sebagai berikut:11 

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik 

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi  

                                                           
10 Janedjri M.Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia,  Jakarta: Konstitusi Press,2013, 

hlm.78. 
11 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008, 

hlm.405-409.  
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3. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik 

4. Partai politik sebagai sarana rekruitmen politik 

Keterlibatan partai politik dalam penyelenggaraan pemilu adalah wujud 

partisipasi politik.12  Melalui partai politik, kader politik yang potensial dapat dipilih 

dan menjadi mandataris rakyat. Namun sayangnya, kini pasar politik Indonesia adalah 

oligopoli, dimana partai politik dikuasai oleh kartel-kartel politik tertentu yang tidak 

kompetitif. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh pragmatism partai politik yang mulai 

mewabah sehingga partai politik tidak lagi menyentuh fungsi idealnya sebab partai 

politik hanya menjadi political crowded (keributan politik).13  

 Keributan politik yang terjadi dikarenakan tidak efektifnya fungsi partai politik 

di Indonesia. Selain itu, penerapan sistem multi-partai14 juga menuai kontroversi15 

yang menciptakan persaingan tidak sehat antar partai politik. Padahal tujuan 

terbentuknya partai politik bukan semata-mata untuk memperebutkan jabatan politik 

tertentu melainkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 

ada di Indonesia.16 Salah satu permasalahannya adalah penjaminan hak politik. 

Setelah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR) menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

                                                           
12 Ibid, hlm. 367. 
13 Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta:Rajawali Press, 2009, 

hlm. 339. 
14 Miriam Budiardjo, Op.cit. hlm. 418-420. 
15 “Kontroversi adalah pertentangan, perbedaan dan perdebatan”. Dikutip dalam G. Setya 

Nugraha dan R.Maulina F, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya: KARINA, 2009, hlm.340. 
16 Miriam Budiardjo, Op.cit. hlm. 420. 
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Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Indonesia merupakan negara yang 

menjunjung tinggi kebebasan hak sipil dan politik. Namun kebebasan yang dijunjung 

tinggi tersebut bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan tersebut masih terikat 

oleh aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kebebasan yang tanpa batas 

dikhawatirkan dapat melahirkan ‘kebablasan’ dalam berdemokrasi. Hal ini tentu dapat 

menimbulkan dampak yang negatif seperti lahirnya politik dinasti.17  

Keberadaan politik dinasti dianggap sebagai sebuah kegagalan partai politik 

dalam menciptakan ruang-ruang kaderisasi. Politik dinasti dianggap memiliki konotasi 

negatif dalam pemerintahan karena berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang 

berujung pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini diperkuat dengan data 

yang dilansir oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2010-2015 yang 

menyatakan bahwa ada 7 Politik Dinasti yang telah terindikasi melakukan korupsi, 

diantaranya Dinasti Ratu Atut Chosiyah; Dinasti Atty Suharti; Dinasti Sri Hartini; 

Dinasti Yan Anton Ferdian; Dinasti Syaukani Hasan Rais; Dinasti Fuad Amin; dan 

Dinasti Zulkifli Noerdin.18 Data ini menunjukkan bahwa kekuasaan cenderung korup 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Lord Acton, “power tends to corrupt, absolut 

power, corrupt absolutely”. 

                                                           
17 Fitra Hermansyah,et.al, “Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh 

Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”, Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol 5 No 2 Jilid IV, 

2017, hlm. 686-700. 
18 Redaksi Anti Korupsi, “Dinasti Politik, Korupsi Kepala Daerah, dan Pilkada Serentak 

2017”, dalam Rilis Media, pada laman https://antikorupsi.org diakses pada tanggal 1 Februari 2019, 

Pukul 22.15 WIB.  

https://antikorupsi.org/
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Politik dinasti adalah suatu fenomena yang tidak terelakan sehingga sering kali 

diperdebatkan dalam masyarakat apalagi setelah terbitnya putusan MK nomor 

33/PUU-XIII/2015 tentang uji materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini 

dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (the guardian of the constitution) yang 

sekaligus menjadi penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-

putusannya.19 Pada putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan menetapkan 

bahwa Pasal 7 huruf r yang berbunyi “tidak memiliki konflik kepentingan dengan 

petahana” dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta penjelasannya 

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat 

(2) UUD NRI 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.20  

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan hak politik seseorang yang 

memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah suatu bentuk perbuatan yang 

diskriminatif dan inkonstitusional yang tidak dapat dibenarkan.  Hal ini secara tidak 

langsung menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan legitimasi untuk 

berdirinya sebuah politik dinasti di Indonesia. Ditambah lagi dengan budaya 

masyarakat yang cenderung apatis bahkan diantaranya tanpa ragu menukarkan hak 

                                                           
19 Jimly Asshiddiqie, Op.cit., hlm.322.   
20 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015  
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politiknya dengan uang, praktik ini sering disebut money politic. Praktik politik uang 

inilah yang menjadi salah satu penyebab langgengnya politik dinasti. 

Akibat dari putusan MK tersebut, politik dinasti atau politik kekerabatan akan 

semakin marak terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi seolah 

mengamini praktik pendirian kerajaan kecil di setiap pemerintahan daerah di Indonesia. 

Namun, bila dikaji melalui teori yang dikemukakan oleh Max Weber tentang tipe-tipe 

ideal dari sistem hukum, maka Indonesia sebagai salah satu negara industri modern 

akan menjadi sangat wajar bila sistem hukum rasional dan formal menjadi sangat 

dominan, dimana faktor kepastian hukum lebih ditekankan.21  

Menurut pakar Kebijakan Publik Unpad, Yogi Suprayogi Sugandi dalam 

sebuah wawancaranya di Transmedia mengatakan bahwa politik dinasti bukanlah suatu 

hal yang perlu dikhawatirkan selagi tidak ada aturan yang dilanggar. Karena pada 

dasarnya apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia, setiap warga negara berhak 

memilih dan dipilih. Selain itu, Indonesia juga memiliki prinsip checks and balances 

yang merupakan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi 22 dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahannya serta melibatkan partisipasi masyarakat 

sebagai social control dalam menentukan calon pemimpin.23. Meskipun demikian, 

tidak dapat dipungkiri bahwa calon yang mempunyai hubungan keluarga dengan para 

                                                           
21  Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2010,hlm. 103. 
22 Baehaki Syakbani dan Hery Suprayitno, “Cek dan Balance Sistem Pemerintahan di 

Indonesia”, Jurnal Valid, Vol 10 No.2, April 2013, hlm. 48. 
23 Yogi Suprayogi Sugandi, Fenomena Dinasti Politik di Pilkada, Transmedia, diakses melalui 

http://youtu.be/zsLsy-rp32A  pada tanggal 1 Februari 2019, Pukul 13.00 WIB. 

http://youtu.be/zsLsy-rp32A
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incumbent atau tokoh sentral parpol pasti akan lebih diuntungkan ketimbang calon lain. 

Oleh karena itu, politik dinasti biasanya tercipta atas dasar kedekatan secara primordial 

atau ikatan emosional yang subjektif.  

Pola politik dinasti tersebut telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. 

Bahkan telah menjadi sebuah tradisi bagi elit politik untuk menggabungkan sanak 

keluarganya kedalam dunia politik, sehingga sering kali praktik politik dinasti menjadi 

suatu hal yang mengkhawatirkan bagi negara demokrasi. Terlebih lagi tidak ada aturan 

hukum yang mengatur secara tegas tentang batasan ataupun larangan praktik politik 

dinasti di Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai praktik politik dinasti di Indonesia apabila ditinjau 

dari perspektif HAM dan mengapa hasil putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 lebih 

mempertimbangkan aspek HAM dibandingkan dengan dampak negatif yang akan 

terjadi apabila praktik politik dinasti ini terus berkembang di Indonesia. Oleh karena 

itu, penulis akan membahas secara khusus masalah tersebut pada skripsi ini dengan 

judul “Politik Dinasti di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia 

Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok-pokok masalah yang 

akan dibahas dan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana politik dinasti di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi 

Manusia? 

2. Mengapa Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 lebih mempertimbangkan 

aspek HAM dibandingkan dampak negatif dari politik dinasti? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis politik dinasti di Indonesia ditinjau dari 

perspektif HAM. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan putusan MK nomor 

33/PUU-XIII/2015 yang lebih mempertimbangkan aspek HAM dibandingkan 

dampak negatif dari politik dinasti. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan kali ini ialah dibagi 

menjadi dua bagian yang pertama, manfaat teoritis dan yang kedua, adalah manfaat 

praktis.  
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1. Manfaat teoritis yang dimaksud dalam penulisan kali ini ialah hasil pengkajian 

masalah hukum yang berkenaan dengan: 

- Politik dinasti 

- Hak Asasi Manusia 

- Delegitimasi partai politik 

- Defisiensi demokrasi 

2. Manfaat praktis dalam penulisan ini yakni sebagai berikut : 

a. Manfaat bagi politisi, yakni dapat menggunakan konsep pemikiran yang 

tertuang dalam penulisan  ini secara langsung dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pengelola partai politik ataupun sebagai ahli politik.  

b. Manfaat bagi partai politik, yakni dapat menjadi sebuah rujukan dalam 

membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan fungsi partai politik sebagai 

sarana rekrutmen politik. 

c. Manfaat bagi calon kepala daerah, yakni dapat menggunakan konsep 

pemikiran yang tertuang dalam penulisan ini secara langsung dalam 

keikutsertaannya pada kontestasi pemilu.  

d. Manfaat bagi penyelenggara pemilu, yakni dapat menggunakan konsep 

pemikiran yang tertuang dalam penulisan ini secara langsung dalam proses 

penyelenggaraan pemilihan umum sebagai bentuk rekomendasi.  

e. Manfaat bagi masyarakat, yakni dapat menyadarkan masyarakat bahwa 

politik dinasti bukanlah ancaman dan untuk mengantisipasi politik dinasti 
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yang korup dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam menggunakan hak 

politiknya.   

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun yang menjadi ruang lingkup didalam penulisan skripsi ini yakni 

meliputi tentang keberadaan atau eksistensi politik dinasti, bagaimana praktik  politik 

dinasti di Indonesia apabila ditinjau dari perspektif HAM, apa penyebab dan dampak 

dari adanya praktik politik dinasti di Indonesia dan bagaimana implikasi dari terbitnya 

putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Pasal 7 huruf r Undang–

Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta penjelasannya tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-

Undang terhadap Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 dan 3, dan Pasal 28I ayat  2 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194524 terkait dampaknya terhadap 

partai politik dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang demokratis 

di Indonesia.  

 

 

                                                           
24 Ikhwanul Muslimin,  Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-

XIII/2015 dalam Perwujudan Indonesia sebagai Negara Demokratis atas Pencalonan Kepala Daerah,  

Tesis Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum,  UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017, hlm 1-120. 
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F. Kerangka Teoretis 

1. Teori Keadilan 

Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum 

yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Baginya, 

keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. 

Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional 

memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang 

telah dilakukannya. Arietoteles juga membedakan dua macam keadilan, keadilan 

“distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang 

memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief 

memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan 

prestasinya.25 

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa program 

penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip 

keadilan, yaitu: 26  

1. memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling 

luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang; 

                                                           
25 Muhamad Erwin, Filsafat Hukum, Cetakan ke-4, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, 

hlm.294 
26 John Rawls, 1973, A Theory of Justice, London: Oxford University press, yang sudah 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2006. 
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2. mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi 

sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal 

benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok 

beruntung maupun tidak beruntung.  

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat 

subjektif. Sebagai aliran positivisme mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal 

dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran 

manusia atau kehendak Tuhan.27 

2. Teori Negara Hukum yang Demokratis 

Dalam konsepsi negara hukum yang demokratis, diterapkan prinsip saling 

mengimbangi dan mengawasi antara lembaga negara (checks and balances). Terdapat 

lembaga negara yang merupakan wadah mekanisme politik demokrasi untuk 

menentukan produk hukum dan kebijakan agar sesuai dengan kehendak mayoritas 

rakyat serta mengawasi pelaksanaannya (Lembaga legislatif). Terdapat lembaga yang 

melaksanakan aturan hukum dan kebijakan (Lembaga eksekutif). Serta terdapat pula 

lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang mengadili pelanggaran hukum dan 

mengimbangi kekuasaan tersebut agar senantiasa sesuai dengan aturan hukum dan 

keadilan secara hierarkis hingga pada konstitusi sebagai wujud kesepakatan seluruh 

rakyat (Lembaga yudikatif). 28 

                                                           
27 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien dalam 

buku  Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 14. 
28 Janedjri M.Gaffar, Op.cit.,  hlm.77. 
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Teori negara hukum yang demokratis memberikan landasan argumentasi 

sekaligus dasar peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan Pemilu yang 

demokratis. Sesuai dengan prinsip negara hukum, penyelenggaraan negara harus diatur 

dan dilakukan berdasarkan hukum, atau yang dikenal dengan dengan istilah supremasi 

hukum.  Semua kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dan diselenggarakan sesuai 

dengan aturan hukum yang dibuat.29 

 

3. Teori Hak Asasi Manusia 

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar (grounded) 

dan inheren  dengan jadi diri manusia secara universal.30  Teori HAM meliputi teori 

hak-hak kodrati (natural rights theory), teori positivisme (positivist theory) dan teori 

relativisme budaya (cultural relativist theory).31 Adapun ruang lingkup dan jenis-jenis 

HAM secara umum, meliputi :32 

1. Hak untuk hidup   

2. Hak atas kebebasan & keamanan pribadi  

3. Hak untuk bebas dari penyiksaan  

4. Hak partisipasi politik 

                                                           
29 Ibid. 
30 Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2012, hlm.47. 
31 Vegitya Ramadhani Putri, Definisi, Teori, Dan Ruang Lingkup  Hak Azasi Manusia,  Materi 

Perkuliahan Hukum dan HAM ke-1, (FH Unsri : 2017), hlm.5-8. 
32  Ibid, hlm.9. 
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5. Hak atas harta benda  

6. Hak atas perkawinan & membentuk keluarga  

7. Hak  bebas mengemukakan pendapat & pikiran  

8. Hak untuk memeluk agama  

9. Kebebasan untuk berkumpul & berapat  

10. hak atas pekerjaan  

11. Hak atas kehidupan yang layak  

12. Hak atas pendidikan  

13. Hak untuk menikmati kebudayaan  

Hak asasi manusia merupakan wacana yang mulai menggejala bersamaan 

dengan munculnya gerakan demokratisasi di Indonesia.33 Pengaturan HAM di 

Indonesia mulai ada sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia dan menjadi bahan pertimbangan dalam perubahan kedua 

UUD NRI 1945 tahun 2000.  Hak asasi manusia diatur secara khusus pada UUD NRI 

1945 bagian BAB XA tentang Hak Asasi Manusia mulai dari pasal 28A sampai dengan 

28J. Hak-hak tersebutlah yang disebut sebagai hak konstitusional atau yang dipahami 

sebagai hak yang disebutkan secara explisit dalam konstitusi. Beragamnya muatan 

HAM dalam undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan dibawahnya 

secara maksimal telah diupayakan untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan 

                                                           
33 Rizky Ariestandi, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2013, hlm.61. 
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perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai 

warga negara Indonesia.34  Oleh karena itu, terbentuknya negara dan penyelenggaraan 

kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM.35 

4. Teori Nepotisme Positif 

Nepotisme terambil dari akar kata nepos dan otis, yang berarti cucu lelaki, 

keturunan atau saudara sepupu.36 Kata ini kemudian mengalami perluasan arti, 

pertama, perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat  

dekat, kedua, kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara 

sendiri terutama dalam jabatan, atau pangkat dalam lingkungan pemerintahan. Ketiga, 

tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang jabatan 

pemeritahan (urusan publik).37 

Nepotisme juga dapat diartikan sebagai upaya dan tindakan seseorang (yang 

mempunyai kedudukan dan jabatan) menempatkan sanak saudara dan anggota keluarga 

besar, di berbagai jabatan dan kedudukan sehingga menguntungkannya. Nepotisme 

biasanya dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan pemerintah lokal 

sampai nasional, pemimpin perusahan negara, pemimpin militer maupun sipil, serta 

tokoh-tokoh politik. Nepotisme terbagi menjadi dua jenis yaitu nepotisme negatif dan 

                                                           
34 Majda El-Muhtaj, Op.cit., hlm.65. 
35 Janedjri M.Gaffar, Op.cit., hlm. 70. 
36 W.J.S Poerwadarminta dan Prent C.M.J. Adisubrata, Kamus Bahasa Indonesia, Yogyakarta, 

Kanisius, 2013, hlm. 691.   
37 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 

2001, hlm. 726.    
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nepotisme positif.  Nepotisme positif adalah nepotisme yang menempatkan para 

anggota atau kaum keluarganya dengan mempertimbangkan kapasitas dan kualitasnya 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam rangka mewujudkan tujuan yang 

ditetapkan. 38  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan kali ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif 

yang mana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang berasal 

dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.39  

2. Pendekatan Penelitian 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan di 

dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), 

pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach).40 Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam 

penulisan skripsi kali ini yaitu tiga pendekatan, diantaranya: 

                                                           
38 Taufan Lazuardi,  Nepotisme dalam Proses Rekrutmen dan Seleksi: Potensi dan Kelemahan, 

Semarang, Skripsi S1 Universitas Diponegoro, 2014, hlm. 6 

 39 Soerjono Soekanto  dan Sri Mamuji,  Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 13-14.  
40 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, 

hlm. 133. 
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1) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Dalam hal ini penulis akan menggunakan pendekatan perundang- undangan 

(statute approach), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

2) Pendekatan Kasus (Case Approach)  

Pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan cara melakukan 

telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.41 Dalam hal 

ini penulis akan melakukan pendekatan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan 

praktik politik dinasti di Indonesia. 

3) Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan konseptual dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan 

hukum untuk masalah yang dihadapi, dalam hal ini adalah pengaturan tentang 

pembatasan praktik politik dinasti. Oleh karena itu, penulis harus membangun suatu 

konsep untuk dijadikan acuan didalam penelitiannya.42 

 

 

                                                           
41Ibid., hlm. 133-134. 
42Ibid, hlm. 177. 
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3. Bahan Hukum  

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan kali ini ialah terdiri dari 

tiga (3) bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier.43  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif, 

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.44 Yaitu bahan-bahan yang 

isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti: 

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 

1945);  

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );  

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan 

Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4558) ;  

                                                           
 43     Amiruddin dan H. Zainal Asikin,  Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali 

Pers, 2012, hlm. 118-119. 
44 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm 181. 
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- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5226); 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588); 

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 
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- Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap 

Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder yang mempunyai fungsi untuk menambah/  

memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.  

Adapun bahan hukum sekunder ialah sebagai berikut: 

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5189); 

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); 

- Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

 Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini juga berupa studi 

kepustakaan yang meliputi literatur hukum, buku-buku hukum dan politik, 

serta jurnal-jurnal hukum.45 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier merupakan bahan Hukum yang mempunyai fungsi 

untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum/bahasa, hasil-hasil 

penelitian, pendapat pakar hukum dan sumber internet yang harus relevan dan 

mutakhir.46 

 

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum kali ini, penulis akan menggunakan studi kepustakaan 

sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan 

yang berbentuk tertulis yang disebut bahan hukum. 

 

                                                           
45 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit.,hlm. 195-196. 
46 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 2009,  hlm 114. 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam penulisan skripsi kali ini, penulis akan melakukan pengolahan dan 

analisis bahan penelitian hukum normatif yang mana akan tergantung pada bahan 

hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier, maka dari itu penulis 

menyadari bahwasanya dalam melakukan pengolahan dan analisis bahan hukum 

tersebut tentu tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penfsiran yang dikenal dalam 

ilmu hukum.47 Sehubungan dengan itu, penulis akan mencoba menggunakan 

penafsiran (interpretation) hermeneutic, maksud dari pada pengertian penafsiran 

hermeneutic adalah sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan 

kemudian menjadi mengerti.48  

Penulis akan menggunakan metode hermeneutic seperti misalnya penafsiran 

gramatikal dan penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas. Oleh karena itu, 

Penulis akan berupaya untuk menjelaskan legal issue atau permasalahan hukum yang 

diangkat dalam penulisan kali ini menggunakan metode-metode yang nantinya akan 

mudah dipahami oleh pembaca. 

 

 

 

                                                           
 47  Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Op.cit., hlm. 163.   

 48  E. Sumaryono,  Hermeneutik  Sebuah  Metode  Filsafat, Yogyakarta, Kanisius, 1993,hlm.24.  
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Adapun teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam hal 

memberikan tujuan akhir dalam penulisan kali ini yang merupakan hasil akhir dari 

penelitian, yakni metode penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu 

suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari premis yang bersifat umum ke 

premis yang bersifat khusus yang untuk selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut 

dapat diajukan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.49 Dengan 

demikian, kesimpulan ini akan menjadi sebuah jawaban atas permasalahan hukum atau 

pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang 

tentang kebenaran dalam penelitian kali ini.  

                                                           
 49  Bahder  Johan  Nasution,  Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2008, 

hlm. 35.   


